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Abstract 

This study aims to identify the level of resilience and its correlation with support for community forest 

management in KTH Putra Manglayang in Cilengkrang Village, which implements the community-based 

forest management. A total of 31 respondents were interviewed using a Likert scale questionnaire and in-

depth interviews with key figures, and then analyzed descriptively and with the Spearman rank correlation 

test. The results show that social resilience (3.94) and governance (3.62) are classified as good, while 

economic resilience (3.12; SD 1.99) and ecological resilience (2.86) are quite good. Social resilience is 

significantly positively related to support for forest management (r = 0.458; p < 0.05), while economic 

resilience is significantly negatively related (r = -0.407; p < 0.1). Governance has a non-significant 

negative correlation (r = -0.352) and a weakly positive ecological correlation (r = 0.147). These results 

show that resilience-building strategies focus on increasing economic capacity through livelihood 

diversification that preserves community values, improving infrastructure and support facilities, and 

maintaining social and ecological strength through member cooperation, social cohesion, and forest 

resource conservation 

Keywords: Social-Ecological Resilience, Community-Based Forest Management. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat resiliensi dan korelasinya dengan dukungan 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada KTH Putra Manglayang di Desa Cilengkrang yang 

menerapkan PHBM. Sebanyak 31 responden disurvei menggunakan kuesioner skala likert dan wawancara 

mendalam dengan tokoh kunci, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dengan uji korelasi Rank 

Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi sosial (3,94) dan tata kelola (3,62) tergolong 

baik, sedangkan resiliensi ekonomi (3,12; SD 1,99) dan resiliensi ekologi (2,86) tergolong cukup baik. 

Resiliensi sosial berhubungan positif signifikan dengan dukungan pengelolaan hutan (r = 0,458; p < 0,05), 

sedangkan resiliensi ekonomi berhubungan negatif signifikan (r = -0,407; p < 0,1). Tata kelola memiliki 

korelasi negatif tidak signifikan (r = -0,352) dan korelasi ekologi positif lemah (r = 0,147). Hasil-hasil ini 

menunjukkan bahwa strategi membangun resiliensi berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi melalui 

diversifikasi mata pencaharian yang melestarikan nilai-nilai masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan 

fasilitas pendukung, serta menjaga kekuatan sosial dan ekologi melalui kerja sama anggota, jaringan sosial, 

dan konservasi sumber daya hutan. 

Kata kunci: Resiliensi Sosial-Ekologi, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

Hutan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat memiliki peranan 

penting, khususnya masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan  (Jabaruddin et al., 

2023; Saraswati & Dharmawan, 2014). Adanya kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya hutan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa 

hutan (Utami, 2015), serta mendorong kelestarian hutan (Damayatanti, 2011; Jabaruddin 

et al., 2023; Kurniawan, 2011; Rahman et al., 2024; Saraswati & Dharmawan, 2014; 

Utami, 2015). Sehingga, pengelolaan hutan di Indonesia membalikkan paradigma 

manajemen hutan dari pendekatan yang bersifat terpusat dari atas (top down) menjadi 
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lebih bottom up dengan pendekatan berbasis masyarakat setempat, dalam hal ini 

Perhutanan Sosial (Pambudi, 2023). 

Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam 

pengelolaan hutan secara lestari (berkelanjutan) (Gunawan et al., 2022; Njurumana et al., 

2025). Salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Putra Manglayang yang 

menerapkan program Pengelolan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) kemitraan dengan 

Perhutani (Hapsari et al., 2014). PHBM ini merupakan bagian dari paradigma CBFM 

(Community Based Forest Management) dimana pengelolaan hutan tidak semata-mata 

untuk kepentingan perusahaan atau pemerintah namun harus berguna bagi masyarakat 

(Ardyanny et al., 2020; Damayatanti, 2011).  

Namun, dalam praktiknya pengelolan hutan berbasis masyarakat berpotensi 

menghadapi tantangan dan kekawatiran (Cantarello et al., 2024; Pambudi, 2023) 

Misalnya kebakaran hutan (Cheney et al., 2024; Wen et al., 2024), perubahan ikilim (Nur 

et al., 2023), pandemi (Njurumana et al., 2025; Sanudin et al., 2023), ataupun perubahan 

kebijakan (Purnomo et al., 2020; Reyes et al., 2024; Rif’an, 2020; Tantoh & McKay, 

2021). Gangguan ini menciptakan ketidakpastian yang meningkat atas kemampuan hutan 

untuk memenuhi peran pentingnya di masa depan (Cantarello et al., 2024). Tantangan 

yang sering terjadi pada KTH Putra Manglayang seperti flutuatif harga pasar, dan 

ketersediaan tenaga kerja dalam mengelola hutan karena mayoritas anggota KTH 

memiliki usia lanjut. Lebih lanjut, pelaksanaan perhutanan sosial selama ini dinilai masih 

belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses 

implementasinya. Ketidakjelasan regulasi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan 

prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat implementasi perhutanan sosial 

(Pambudi, 2023). 

Meningkatkan resiliensi masyarakat merupakan dasar untuk memperkuat 

kemampuan masyarakat dalam menahan guncangan  (Ayu et al., 2018; Folke, 2006a; Nur 

et al., 2023; Parera et al., 2024; Sanudin et al., 2023), karena masyarakat merupakan unit 

dasar dari struktur sosial yang berada di garis depan untuk respon terhadap tantangan 

(Ayu et al., 2018; Kartika Sari, 2022; Njurumana et al., 2025; Pambudi, 2023; Parera et 

al., 2024). Sehingga, resiliensi menjadi salah satu kunci agar masyarakat hutan dapat 

menghadapi berbagai tantangan tersebut (Folke, 2006a; Holling, 1973). Dalam penelitian 

ini, resiliensi yang dimaksud adalah kemampuan KTH bertahan dalam pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat terhadap perubahan dengan memanfaatkan sumber dayanya serta 

mempertahankan fungsi dan strukturnya dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

Perhutanan sosial merupakan salah satu contoh penerapan Nature-Based 

Solutions (NBS) yang mengacu pada pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mengatasi 

tantangan sosial-lingkungan (Mccarton & O’hogain, 2024; Standish & Parkhurst, 2024; 

Suratno et al., 2022).  Sejalan dengan itu, pengelolan hutan berbasis masyarakat dipahami 

sebagai bentuk keseimbangan sosial, ekonomi, sosial dan lingkungan (Ayu et al., 2018; 

Jabaruddin et al., 2023; Leslie et al., 2015; Nur et al., 2023; Parera et al., 2024; Reyes et 

al., 2024; Saraswati & Dharmawan, 2014) serta tatakelola (Folke, 2006; Purnomo et al., 

2020; Tantoh & McKay, 2021). Sehingga, resiliensi mengacu pada kapasitas relasional 
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yang mempertahankan hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Selain itu, dengan 

kapasitas resiliensi yang rendah, masyarakat tidak ingin lagi terlibat dalam pengelolaan 

hutan, karena keraguan tentang masa depan (Cheney et al., 2024).  

Menurut Nikinmaa et al., (2020)  konsep resiliensi sosial-ekologis yang lebih 

holistik belum diterapkan secara luas dalam praktik pengelolaan hutan karena kurangnya 

kejelasan dalam mengoperasionalkannya, terutama dalam konteks perubahan sturuktural 

antara masyarakat dengan hutan. Sedangkan, dalam konteks pembangunan resiliensi 

sudah banyak diteliti dalam berbagai disiplin ilmu (Nguyen, 2020), misalnya 

keanekaragaman hayati (Shumi et al., 2024), ekologi-landscape (Chambers et al., 2019; 

Fischer, 2018), pariwisata (Holladay & Powell, 2013a), wisata alam (P. Nugroho et al., 

2022), kesehatan masyarakat (Pfefferbaum et al., 2016), pesisir (Lloyd et al., 2013), dan 

dalam studi bencana resiliensi telah digunakan untuk mengeksplorasi ketahanan dan 

pemulihan masyarakat dari angin topan, banjir, dan kejadian ekstrem lainnya (Cinner & 

Barnes, 2019).  

Meskipun demikian, resiliensi masih membutuhkan banyak upaya dalam 

menghasilkan metodelogi komprehensif untuk memodelkan, mengukur, dan memahami 

resiliensi masyarakat yang kemudian dapat mendukung masyarakat dalam mengusulkan 

tambahan kegiatan dan pendekatan baru sehingga dapat memastikan bahwa masyarakat 

lebih siap, lebih fleksibel, dan memiliki kemampuan untuk segera pulih dan bangkit 

kembali dari suatu suatu bencana apapun bentuknya (Cutter et al., 2008; Nguyen, 2020). 

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terkait resiliensi dan dukungan 

KTH terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, 

Kabupaten Bandung (Lihat Gambar 1). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan 

purposive sampling, dengan kriteria Desa Cilengkrang merupakan desa sekitar kawasan 

hutan, yang memiliki KTH dengan menerapkan PHBM dan belum bertranformasi pada 

skema kebijakan PS sesuai Peratuan Menteri LHK nomor 

83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  (Hapsari et al., 2014). Luas Desa Cilengkrang 

yaitu ± 376.02 Ha dengan luas kawasan hutan ± 177.96 Ha atau 53% luas desa merupakan 

kawasan hutan, sedangkan luas kawasan hutan yang dikelola oleh KTH yaitu 15 Ha 

(KepmenLHK Nomor SK.6603/MENLHK.PKTL/KUH/PLA.2/10/2020). Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan April – Agustus 2025 
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Gambar 1.  Lokasi Penelitian 

. 

Penelitian ini menggunakan penelitian campuran bertahap atau mixed method 

dengan teknik eksplanatoris sekuensial yang merupakan pendekatan data kuantitatif 

kemudian diikuti data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif  

(Creswell & Plano Clark, 2007).  Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan 

kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan datanya. Pada penyebaran kuisoner, 

pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian atau keahlian (Ahmed, 2024). Pernyataan berjumlah sebanyak 21 

item yang kemudian jawaban dari responden dikategorikan menggunakan skala Likert. 

Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam (in dept interview) terhadap tokoh kunci 

(key person) untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang dapat digunakan 

untuk mendukung data kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2007). Tokoh kunci (key 

person) pada penelitian ini yaitu, Ketua KTH, Perwakilan anggota KTH, Penyuluh 

Kehutanan, perwakilan LMDH dan pihak Perhutani. Panduan wawancara pada penelitian 

ini berjumlah 21 pertanyaan dengan memodifikasi dari Weis et al., (2021).  

Analisis data menggunakan uji validitas untuk menunjukkan seberapa baik data 

yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan (Ghauri & Gronhaug, 2005), uji 

reliabiltas untuk mengetahui kesalahan (error) suatu proses pengukuran bebas (Hardani 

et al., 2020). Untuk mendeskripsikan seluruh variabel dilakukan klasifikasi pada nilai 

rata-rata setiap variabel penelitian ini. Selanjutnya dilakukan uji korelasi rank Spearman 

yang bertujuan mengukur korelasi pada statistik non parametrik (skala ordinal), dengan 

mencari hubungan asosiatif mengukur erat tidaknya minimal dua variabel kemudian  

menjadi rangkaian berurutan (S. Nugroho et al., 2008) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis, dimensi sosial memiliki nilai rata-rata 3.94 dengan standar 

deviasi 1.36. Nilai ini menandakan bahwa resiliensi sosial KTH Putra Manglayang berada 

pada kategori baik. Sub variabel dengan nilai tertinggi adalah dukungan masyarakat (rata-

rata = 4.03), yang menunjukkan bahwa anggota KTH Putra Manglayang saling 
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mendukung dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menghadapi kesulitan. Sementara 

itu, nilai rata-rata terendah masih berada pada kategori baik, yaitu jaringan sosial dan 

pembelajaran sosial (rata-rata = 3.90), menandakan bahwa KTH Putra Manglayang 

merasa menjadi bagian dari komunitas dan dapat mengandalkan orang lain di desa atau 

kelompoknya ketika membutuhkan pertolongan. 

 

Tabel 1. Analisis Tingkat Resiliensi KTH Putra Manglayang 

Variabel Sub Variabel Mean 
Klasifikasi 

Kelas 
SD 

Resiliensi sosial     

1. Ketika saya memerlukan 

bantuan/pertolongan, Saya 

merasa dapat meminta 

bantuan/pertolongan 

kepada orang-orang di 

Masyarakat/Kelompok 

Jaringan Sosial 3.90 Baik 

1.36 
2. Saya merasa menjadi 

bagian dari desa/Kelompok 

ini 

Pembelajaran 

Sosial 
3.90 Baik 

3. Masyarakat di 

Desa/Kelompok ini saling 

mendukung satu sama lain. 

Dukungan 

Masyarakat 

Sekitar 

4.03 Baik 

4. Banyak orang-orang di 

desa/kelompok ini yang 

dapat dipercaya 

Kepercayaan 

Sosial 
3.94 Baik 

Resiliensi tatakelola     

1. Para pemimpin di 

Desa/Kelompok ini dapat 

membuat kebijakan tengan 

tepat 

Pengorganisa

sian 
3.55 Baik 

1.51 

2. Para pemimpin di 

desa/kelompok ini dapat 

beradaptasi dengan cepat 

terhadap perubahan yang 

terjadi 

Kecepatan 

Adaptasi 
3.52 Baik 

3. Saya percaya pada 

pemerintah untuk 

menanggapi krisis dan 

bencana secara memadai. 

Kontrol 

Lokal 
3.55 Baik 

4. Saya merasa dilibatkan 

dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan di 

Desa/Kelompok ini 

Pengambilan 

Keputusan 
3.48 Baik 

Resiliensi ekonomi     
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Variabel Sub Variabel Mean 
Klasifikasi 

Kelas 
SD 

1. Dalam  keadaan  darurat,  

saya  dapat  mengumpulkan  

uang  yang  cukup  untuk  

menutupi  biaya  keluarga,  

organisasi,  atau  bisnis  

saya. 

Pencegahan 

hilang 

pendapatan 

3.16 
Cukup 

Baik 

1.99  

2. Saya  dapat  memenuhi  

pengeluaran  bulanan  untuk  

keluarga,  organisasi,  atau  

bisnis  saya  dengan  relatif  

mudah. 

Akses 

Memperoleh 

Pendapatan 

2.90 
Cukup 

Baik 

3. Saya  dapat  terus  

menghasilkan  uang  bahkan  

ketika  tantangan  besar  

tiba-tiba  mengubah  

pekerjaan  saya. 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
3.32 

Cukup 

Baik 

4. Ada banyak peluang 

menghasilkan uang di Desa 

ini, selain dari hasil hutan 

Mata 

Pencaharian 

Alternatif 

3.10 
Cukup 

Baik 

Resiliensi ekologis     

1. Saya merasa hutan di desa 

ini sehat dan subur 
Sumberdaya 3.93 Baik 

1.21 

2. Adanya bantuan dari pihak 

lain yang terkait dengan 

sarana produksi hasil hutan 

sudah memadai 

Infrastuktur 2.29 Buruk 

3. Akses pelayanan tanggap 

darurat di desa ini sudah 

baik 

Infrastuktur 

Tanggap Darurat 
2.58 Buruk 

4. Saya merasa, jarak dari 

sumber irigasi/air dekat 
Sumberdaya 2.64 

Cukup 

Baik 

 

 

Masyarakat dengan modal sosial yang kuat cenderung menunjukkan tingkat aksi 

kolektif dan kolaborasi yang lebih tinggi, karena kepercayaan dan kerja sama 

memfasilitasi komunikasi, pengambilan keputusan, dan implementasi strategi 

pengelolaan hutan yang efektif (Adger, 2000; Walker et al., 2004). Temuan ini sejalan 

dengan konsep social capital yang menyatakan bahwa jaringan sosial dan kepercayaan 

merupakan modal penting dalam menjaga keberlanjutan program pengelolaan sumber 

daya alam berbasis masyarakat (Kurlavičius et al., 2024 Clark et al., 2024). Namun, 

standar deviasi yang relatif besar menunjukkan adanya variasi persepsi antaranggota. 

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakterisitik anggota,  keterlibatan dalam kegiatan, 

lama keanggotaan, luas kawasan yang dikelola, ataupun intensitas interaksi sosial. 
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Resiliensi sosial merupakan kontruksi sosial yang melibatkan bukan hanya 

kapasitas individu, tetapi juga kolektif, untuk mendorong dan terlibat serta 

mempertahankan hubungan sosial yang positif dan dapat bertahan kemudian 

bertransformasi (Cinner & Barnes, 2019). Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat, KTH Putra Manglayang ataupun kehidupan sosialnya selama ini 

telah mencoba berbagai tindakan tolong menolong dan gotong royong untuk mendukung 

masyarakat lainnya. Menurut Informan PM-1 “….masyarakat disini berkerja sama bukan 

hanya dalam mengelola hutan, tetapi dalam bermasyarakat contohnya disini saling bantu 

apabila ada yang sedang renovasi rumah, atau membuat jalan….”.  

Dimensi tatakelola enunjukkan nilai rata-rata 3.52, dengan standar deviasi 1.51. 

Secara umum, nilai ini menandakan bahwa resiliensi tata kelola berada pada kategori 

baik. Sub variabel pengorganisasian dan kontrol lokal (rata-rata = 3.55) menempati posisi 

tertinggi, menandakan masyarakat cukup percaya terhadap kemampuan pemimpin desa 

atau ketua KTH dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengelola risiko krisis. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya dapat memperkuat resiliensi, dengan 

memberanikan diri untuk menerima dan menghormati keputusan yang dibuat oleh 

pemimpin tersebut (Gumilar & Nugroho, 2023). Sementara itu, pengambilan keputusan 

memiliki rata-rata terendah (3.48), yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan masih bisa ditingkatkan.  

Menurut Zhang et al., (2020) bahwa mewujudkan tata kelola yang baik, perlu 

menyoroti pola yang lebih efisien dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan. Hasil ini penting untuk diperhatikan karena tata kelola yang baik akan 

menentukan keberlanjutan pengelolaan hutan.  Proses demokrasi meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa (Gabriel-campos et al., 2020), hal ini 

juga dilaksanakan oleh KTH Putra Manglayang seperti menurut informan PM-2 “…. 

Kami sering berkumpul untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dibawah 

tegakan dan tata waktu menanam ataupun memanen meskipun tidak semua anggota ikut 

berdiskusi…”. Karena, pada beberapa aspek pemimpin dan pemerintah memerlukan 

beberapa keputusan yang sulit dan kontroversial. dari sisi masyarakat sendiri PS 

menghadapi tantangan kurangnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal dalam 

pengelolaan hutan berkelanjutan dapat menjadi tantangan. Masyarakat sering 

memerlukan pelatihan dan pendampingan dalam hal perencanaan, pengelolaan sumber 

daya hutan, pemasaran, dan aspek teknis lainnya. Penguatan kapasitas melalui pelatihan 

dan pendampingan penting untuk meningkatkan efektivitas perhutanan sosial. (Pambudi, 

2023). Temuan ini menunjukkan bahwa ada beberapa opsi potensial untuk meningkatkan 

resiliensi tatakelola, seperti memperkuat kekuatan KTH dalam pengambilan keputusan 

secara adaptif, serta mengembangkan tatakelola kesiapsiagaan masyarakat dalam 

mengadapi kondisi darurat. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa opsi intervensi untuk 

meningkatkan resiliensi sosial yaitu dengan memperkuat KTH yang efektif serta 

meningkatkan kegiatan kolektif antar anggota sehingga memperoleh keuntungan bersama 

dan memperkuat ikatan yang menghubungkan masyarakat satu sama lain. Kemampuan 
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kolektif memainkan peran utama dalam membangun resiliensi sosial ditingkat 

masyarakat (Chen et al., 2020). Westley et al., (2013) percaya bahwa kelembagaan yang 

efisien dan efektif akan mendorong transformasi harus dikaitkan dengan tindakan dan 

strategi berbagai elemen masyarakat secara kolektif. 

Persepsi KTH Putra Manglayang pada resiliensi ekonomi memiliki nilai rata-rata 

yaitu 3.12 atau kategori cukup baik dengan standar deviasi 1.99, yang merupakan standar 

deviasi tertinggi dibandingkan dimensi lain. Sub variabel dengan nilai rata-rata tertinggi 

adalah pertumbuhan ekonomi (3.32), yang menunjukkan bahwa sebagian anggota KTH 

Putra Manglayang masih mampu mempertahankan produktivitas atau menghasilkan 

pendapatan meskipun menghadapi tantangan. Sebaliknya, akses memperoleh pendapatan 

(rata-rata = 2.90) merupakan yang terendah, menandakan bahwa sebagian anggota KTH 

Putra Manglayang mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber penghasilan baru 

atau alternatif.  

Tingginya standar deviasi pada dimensi ini mencerminkan adanya 

ketidakmerataan kondisi ekonomi. Beberapa anggota mungkin memiliki akses lebih baik 

terhadap sumber pendapatan, misalnya dari usaha hutan, pertanian, atau pekerjaan 

lainnya, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada sumber daya terbatas. Hal 

ini dikarenakan mayoritas anggota KTH memiliki pekerjaan sebagai buruh dan petani. 

Tingginya proporsi anggota yang memiliki perkerjaan buruh dan petani dapat 

menggambarkan bahwa sebagian besar anggota memiliki penghasilan harian atau 

musiman yang bergantung pada upah harian, berpotensi membatasi ketersediaan mereka 

untuk pengambilan keputusan dan tindakan kolektif terkait pengelolaan hutan (Wen et 

al., 2024). 

Lebih lanjut, beberapa penelitian menyebutkan bahwa sektor pertanian adalah 

jaminan paling mendasar bagi produktivitas masyarakat dalam pemulihan kehidupan 

setelah bencana, misalnya Qin et al., (2017) dan Sari et al., (2022). Kemudian, anggota 

KTH tidak fokus pada satu jenis pekerjaan menurut informan PM-1 “…. Kami tidak 

bekerja hanya di kopi atau tembakau saja, kami juga berternak. Kotoran ternak kami 

manfaatkan untuk pupuk. Ternak kami anggap sebagai Tabungan. Ada yang bekerja 

sebagai buruh untuk menutup kebutuhan sehari-hari, jika tidak pekerjaan buruh mereka 

ke hutan…”. Adanya alternatif pekerjaan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, 

membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha yang akan meningkatkan 

resiliensi ekonomi masyarakat (Holladay & Powell, 2013; Zhang et al., 2020).  Beberapa 

angota KTH juga mendiversifikasi kegiatan ekonomi untuk mengakomodasi peningkatan 

permintaan hasil kopi yang dijual dengan bersaing dengan tengkulak, dengan cara 

menambah penjualan langsung kepada konsumen terutama anggota berusia yang 

tergolong muda, seperti membuka cafe (Mastronardi & Cavallo, 2020). Semakin kuat 

kekuatan ekonomi suatu wilayah, semakin makmur dan kuat sumber daya yang dapat 

dimobilisasi, dan lebih kuat juga kemampuan untuk resiliensinya (Wu et al., 2020). 

Temuan ini menjadi perhatian penting karena keterbatasan ekonomi berpotensi 

menurunkan resiliensi jangka panjang. Masyarakat yang ekonominya rapuh cenderung 

lebih rentan terhadap tekanan eksternal, misalnya bencana, perubahan harga komoditas, 
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atau larangan pemanfaatan hutan tertentu. Oleh karena itu, program penguatan resiliensi 

ekonomi, misalnya melalui diversifikasi mata pencaharian, pengembangan usaha berbasis 

hutan non-kayu, atau peningkatan akses permodalan, perlu diprioritaskan bersifat 

kolektif. 

Hasil penelitian menunjukkan ekologis, nilai rata-rata yang bervariasi antara 2.29 

hingga 3.93, dengan standar deviasi 1.21. Sub variabel dengan nilai tertinggi adalah 

sumberdaya hutan (3.93), menandakan bahwa kondisi hutan di desa ini dinilai sehat dan 

subur, sehingga mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti hasil hutan kayu maupun 

non-kayu. Namun, nilai rata-rata terendah ada pada Infrastruktur pendukung (2.29), yang 

menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan, fasilitas 

produksi, atau gudang penyimpanan hasil hutan, masih terbatas. 

Rendahnya infrastruktur dan sarana tanggap darurat bisa berdampak pada 

kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam, seperti kekeringan, longsor, atau 

kebakaran hutan. menurut informan PM-1 “…. musim hujan ataupun kemarau hutan 

disini subur. Bantuan ada contohnya bibit, tahun kemarin bantuan dari Dinas Perkebunan 

Provinsi berupa motor roda tiga, tapi tidak selalu ada dan kami masih membutuhkan 

contohnya mesin huller saat ini kami butuhkan untuk mengolah kopi pasca panen…”. 

Oleh karena itu, upaya peningkatan resiliensi ekologis dapat difokuskan pada 

pembangunan sarana penunjang, penguatan infrastruktur mitigasi bencana, serta 

pemeliharaan keberlanjutan sumber daya air yang masih relatif terbatas. Dimensi 

ekologis merupakan kebutuhan, dimensi ini mungkin bisa menjadi prioritas utama dalam 

mempertimbangkan penentuan intervensi (Dalimunthe et al., 2020).  

 
Gambar 2.  Klasifikasi Tingkat Resiliensi KTH Putra Manglayang 

 

Analisis visual melalui diagram radar pada gambar 2 memperkuat temuan ini. 

Bentuk diagram menunjukkan pelebaran pada dimensi sosial kemudian dimensi tata 

kelola, penyempitan pada dimensi ekonomi, dan ketidakseimbangan pada dimensi 

ekologis. Kondisi ini menandakan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis 
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masyarakat pada KTH Putra Manglayang dapat ditingkatkan pada penguatan dimensi 

yang lemah, khususnya ekonomi dan ekologis, agar resiliensi kelompok lebih seimbang.  

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa resiliensi KTH Putra 

Manglayang dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat memiliki kekuatan utama 

pada dimensi sosial, yang ditopang oleh jaringan sosial dan dukungan masyarakat yang 

tinggi. Resiliensi tata kelola berada pada kategori cukup baik, tetapi memerlukan 

peningkatan pada partisipasi pengambilan keputusan agar masyarakat merasa lebih 

dilibatkan. Di sisi lain, resiliensi ekonomi masih menjadi tantangan terbesar, dengan nilai 

rata-rata terendah dan variasi jawaban yang paling tinggi, menandakan adanya 

kesenjangan kesejahteraan. Resiliensi ekologis menunjukkan kondisi sumber daya hutan 

yang baik, namun kelemahannya ada pada minimnya infrastruktur dan sarana tanggap 

darurat. 

Tabel 2. Hasil Korelasi Uji Rank Spearman 

Variabel 

 
Resiliensi 

Sosial 

Resiliensi 

Tata 

kelola 

Resiliensi 

Ekonomi 

Resiliensi 

Ekologis 
Dukungan  

Resiliensi Sosial  1     

Resiliensi Tata Kelola  0.254 1    

Resiliensi Ekonomi  0.169 -0.083 1   

Resiliensi Ekologis  0.283 -0.177 -0.127 1  

Dukungan   0.458** -0.352 -0.407* 0.147 1 

 Keterangan:   * Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

  

Hasil uji korelasi rank spearman memperlihatkan bahwa dimensi resiliensi 

memiliki hubungan yang berbeda terhadap dukungan pengelolaan hutan berbasis 

masyarakat. Resiliensi sosial menunjukkan korelasi positif dan signifikan (r = 0.458; p < 

0.05) dengan interpretasi sedang, mengindikasikan bahwa semakin kuat jejaring sosial, 

dukungan masyarakat, dan kepercayaan antaranggota, semakin besar pula dukungan 

terhadap pengelolan hutan berbasis masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Adger, 

(2000) bahwa modal sosial mampu memperkuat partisipasi kolektif dalam pengelolaan 

sumber daya. 

Sebaliknya, resiliensi ekonomi memiliki korelasi negatif signifikan (r = -0.407; p 

< 0.1). Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks dimana anggota yang memiliki 

resiliensi ekonomi tinggi justru menunjukkan dukungan yang lebih rendah terhadap 

pengelolaan hutan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh berkurangnya ketergantungan 

mereka pada hasil hutan. Anggota KTH menilai bahwa mereka hanya memperoleh 

pendapatan dari hutan hanya sedikit seperti pada penelitian Gbedomon et al., (2016), 

Parhusip et al., (2019), dan Tjoa et al., (2021). Meskipun sistem PHBM memberikan lebih 

banyak lahan kepada KTH untuk digarap, sistem tersebut tidak mampu meningkatkan 

pendapatan anggota KTH secara signifikan, sebanyak 61.29% dari anggota KTH 

mengangap kontribusi PHBM adalah pendapatan tambahan. Anggota KTH Putra 

Manglayang masih dianggap miskin, karena pendapatan per kapita anggota lebih rendah 

daripada garis kemiskinan per kapita yang ditetapkan oleh BPS Kabupaten Bandung. 

Masalah lain terkait tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah lahan, beberapa 

anggota mempekerjakan buruh petani untuk membantu mereka mengelola lahan mereka 
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sendiri dan lahan tambahan dari PHBM. Mempekerjakan buruh petani untuk pertanian 

skala besar kurang menguntungkan karena manfaat tambahan tidak sebanding dengan 

biaya tambahan, sementara bekerja dalam skala kecil dengan anggota keluarga dan sistem 

pertanian tradisional lebih menguntungkan (Parhusip et al., 2019). Oleh karena itu, 

alokasi lahan dalam PHBM perlu mempertimbangkan tenaga kerja yang tersedia bagi 

petani dan keluarga mereka, dan juga kemampuan finansial mereka. 

Resiliensi tatakelola menunjukkan korelasi negatif namun tidak signifikan (r = -

0.352), temuan ini menunjukkan bahwa peran KTH dalam mengelola hutan masih 

diabaikan. Pengambilan keputusan dalam PHBM awalnya didominasi oleh Perhutani, 

PHBM dirancang untuk melibatkan para pemimpin lokal (Parhusip et al., 2019).  

Meskipun dimensi tata kelola kategori baik namun sub variabel terendah yaitu pada 

kecepatan adaptasi (3.52). Ada kesan bahwa pemimpin lokal saat ini perlu dioptimalkan 

dalam kecepatan adaptasi dengan kebijakan pengelolaan hutan saat ini. Termasuk pada 

kontrol lokal (rata-rata = 3.55) dan pengorganisasian (rata-rata = 3.55). Keberadaan 

LMDH menjadi faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya komunal 

di masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk menciptakan kelembagaan 

pengelolaan, partisipasi yang setara, dan kepercayaan di antara warga masyarakat 

(Aisharya et al., 2022). Namun, terdapat ancaman terhadap kredibilitas LMDH, karena 

masalah tidak transparannya pelaporan dan pencatatan bagi hasil yang diberikan petani 

kepada Perhutani melalui LMDH. Akibat masalah transparansi ini, dikarenakan ketua 

LMDH tergolong baru menjabat dan memengaruhi KTH untuk tidak melakukan 

pembayaran bagi hasil melalui LMDH. Konflik ini mengancam sekaligus menjadi 

tekanan bagaimana LMDH mengelola konflik internal secara bijaksana dan mampu 

menyuarakan kepentingan KTH. Kelemahan kelembagaan LMDH adalah tidak 

mendapatkan manfaat ekonomi dari Program PHBM, dan pengurusnya tidak menerima 

gaji tetap dari PHBM. Sejalan hal tersebut, dalam praktiknya PS belum dipandang sebagai 

kerjasama dan kolaboratif, dimana keputusan pengelolaan masih diambil oleh pihak 

pemerintah tanpa melibatkan masyarakat lokal, sehingga menyebabkan ketidakcocokan 

antara kebijakan dan kebutuhan serta aspirasi Masyarakat (Pambudi, 2023). Mendukung 

hal ini, Thondhlana et al., (2015) mengungkapkan bahwa hambatan dalam pengelolaan 

sumber daya alam secara kolaboratif meliputi kurangnya partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, penyebaran informasi, transparansi, kepercayaan, hubungan kekuasaan, dan 

akses yang tidak setara terhadap sumber daya alam. Masyarakat merupakan salah satu 

pemangku kepentingan dalam berbagai upaya pengelolaan hutan, yang harus terlibat 

dalam perumusan masalah, pengembangan strategi penyelesaian, hingga pengambilan 

keputusan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari (Ansong & Røskaft, 2014; Parhusip 

et al., 2019; Purnomo et al., 2020). 

Sedangkan dimensi ekologis menunjukkan korelasi positif lemah dan tidak 

signifikan (r = 0.147). Persepsi anggota KTH pada kawasan hutan yang subur dan sehat 

menjadi nilai utama dalam dimensi ekologis. Adanya bantuan pembangunan infrastruktur 

kepada KTH tidak dipungkiri, namun masih dalam kondisi terbatas. Contohnya 

pengelolan pasca panen pada produk utama KTH yaitu kopi masih dilakukan secara 

tradisonal ataupun menyewa. Anggota KTH yang akan menghilangkan kulit tanduk 

(outer husk) dari biji kopi yang sudah dikeringkan menggunakan jasa dari desa lain yang 

sudah memiliki alatnya dengan biaya Rp. 25.000,00/kg. Sedangkan, pengelolaan hutan 

dan sumber daya alam membutuhkan keahlian, fasilitas, dan upaya kolaboratif antar 

berbagai organisasi dan kelompok dalam masyarakat (Fischer, 2018; Leslie et al., 2015; 

Walker et al., 2004). Penyediaan sumber daya pendidikan dan pelatihan akan 
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meningkatkan pemahaman anggota KTH tentang pencegahan bencana dan prosedur 

tanggap darurat (Cheney et al., 2024; Holladay & Powell, 2013; Shumi et al., 2024). 

Infrastruktur dan fasilitas fisik lainya yang mencakup berbagai jenis pembangunan 

berpengaruh terhadap resiliensi masyarakat (Wakil et al., 2021). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa resiliensi KTH Putra 

Manglayang dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat memiliki kekuatan utama 

pada dimensi sosial, yang ditopang oleh jaringan sosial dan dukungan masyarakat yang 

tinggi. Resiliensi tata kelola berada pada kategori cukup baik, tetapi memerlukan 

peningkatan pada partisipasi pengambilan keputusan agar masyarakat merasa lebih 

dilibatkan. Di sisi lain, resiliensi ekonomi masih menjadi tantangan terbesar, dengan nilai 

rata-rata terendah dan variasi jawaban yang paling tinggi, menandakan adanya 

kesenjangan kesejahteraan. Resiliensi ekologis menunjukkan kondisi sumber daya hutan 

yang baik, namun kelemahannya ada pada minimnya infrastruktur dan sarana tanggap 

darurat. 

Hasil korelasi memperlihatkan bahwa resiliensi sosial berpengaruh positif 

signifikan terhadap dukungan pengelolaan hutan. Sebaliknya, resiliensi ekonomi 

berkorelasi negatif signifikan, sedangkan tata kelola dan ekologis menunjukkan 

hubungan lemah serta tidak signifikan. Hal ini menegaskan bahwa modal sosial menjadi 

faktor utama keberhasilan, sementara kesenjangan ekonomi dan rendahnya partisipasi 

masih menjadi tantangan. 

 

SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih 

menitikberatkan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi 

anggota dalam tata kelola kelompok. Kesenjangan ekonomi antaranggota yang 

teridentifikasi juga perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami dampaknya terhadap 

solidaritas serta keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Aspek resiliensi 

ekologis patut mendapat perhatian, terutama dalam upaya peningkatan infrastruktur 

pengelolaan dan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Hubungan negatif 

antara resiliensi ekonomi dengan dukungan pengelolaan hutan juga penting untuk diteliti 

lebih lanjut, guna merumuskan strategi atau insentif yang dapat meningkatkan 

keterlibatan anggota dengan kondisi ekonomi lebih baik. Mengingat pentingnya peran 

resiliensi sosial, penelitian mendatang direkomendasikan untuk mengkaji keberlanjutan 

jejaring sosial dalam jangka panjang, sekaligus melakukan studi komparatif pada KTH 

lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi yang lebih kuat.  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan 

stakeholder lainnya untuk memperkuat program pemberdayaan KTH. Upaya peningkatan 

kapasitas anggota, penyediaan akses ekonomi yang lebih merata, serta penguatan 

kelembagaan KTH melalui partisipasi yang lebih inklusif sangat diperlukan. Selain itu, 

investasi dalam infrastruktur pengelolaan hutan dan mekanisme tanggap darurat akan 
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membantu meningkatkan resiliensi ekologis. Dengan demikian, dukungan kebijakan dan 

pendampingan berkelanjutan akan mampu memperkuat peran KTH dalam mewujudkan 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. 
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